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ABSTRAK

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata dikenal
dengan adanya proses sita. Selama proses pemeriksaan perkara, dapat terjadi perkara
pidana dan perkara perdata membutuhkan barang yang sama untuk disita. Pasal 39
ayat (2) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa perkara
pidana dapat meminjam barang yang sedang dalam sitaan perkara perdata untuk
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Setelah proses
pemeriksaan selesai, apabila kedua putusan, yaitu putusan perkara pidana dan
putusan perkara perdata membutuhkan barang sitaan yang sama tersebut untuk
menjalankan isi putusannya, tidak ada peraturan yang mengatur putusan manakah
yang harus diutamakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan
pendekatan Deskriptif Analisis, dengan menelaah dan mengumpulkan teori — teori,
konsep, serta peraturan perundang-undangan, untuk kemudian dianalisa dan
diberikan penilaian.

Hasil dari penulisan ini bahwa putusan yang harus diutamakan adalah putusan yang
di dalamnya terdapat kepentingan publik, baik itu putusan perkara pidana ataupun putusan
perkara perdata, dengan berdasar pada asas keadilan menurut Jeremy Bentham dan John

Stuart Mill, serta asas perlindungan oleh negara.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bidang hukum, baik hukum pidana maupun perdata, dikenal
adanya penyitaan. Penyitaan dalam Bahasa Belanda berasal dari kata “sita” atau
“beslag”. Dalam perkara perdata, sita (beslag) adalah suatu tindakan hukum
pengadilan atas benda bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat atas
permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan
Penggugat terpenuhi dan keinginan Penggugat tidak menjadi hampa.! Dengan
kata lain, penyitaan merupakan tindakan persiapan, berupa pembekuan barang—
barang yang berada dalam kekuasaan Tergugat sementara waktu, untuk menjamin
agar putusan sidang pengadilan perdata dapat dilaksanakan.? Sedangkan dalam
perkara pidana, berdasarkan Pasal 1 angka 16 Kitab Undang — Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk
mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak
atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian
dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Sita dalam kedua bidang hukum tersebut digunakan untuk kepentingan
proses pembuktian. Namun keduanya mempunyai tujuan yang berbeda. Dalam
perkara perdata, tujuan penyitaan adalah untuk menjamin gugatan Penggugat
dapat dilaksanakan karena terhadap barang yang sudah dilakukan penyitaan
terdapat larangan bagi Tergugat untuk menjual, menghibahkan atau memindahkan
barang yang disita tersebut dalam bentuk apapun dan kepada siapapun.® Dengan
kata lain, penyitaan dalam perkara perdata dilakukan untuk menjamin kepentingan

T Wildan Suyuti, Sita dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan, Jakarta: PT Tata Nusa,
2004, him. 20.

2“Sita jaminan: sita conservatoir dan sita revindicatoir”,
http://www.legalakses.com/penyitaan-beslag/. Diakses pada 10 September 2019.

8 Henri, “Pengertian, tujuan, tindakan penyitaan dalam hukum acara perdata”,
https://butew.com/2019/02/22/pengertiantujuantindakan-penyitaan-dalam-hukum-acara-
perdata/, Diakses pada tanggal 1 September 2019.


http://www.legalakses.com/penyitaan-
https://butew.com/2019/02/22/pengertiantujuantindakan-penyitaan-dalam-hukum-acara-

Penggugat, yaitu agar haknya yang dikabulkan dalam putusan Hakim dapat
dilaksanakan, setidaknya melalui barang sitaan.*

Dalam perkara pidana, penyitaan bertujuan untuk Kkepentingan
penyidikan, penuntutan, dan peradilan, terutama ditujukan sebagai barang bukti di
sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di
ajukan ke proses peradilan. Oleh karena itu, agar perkara lengkap dengan barang
bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk digunakan sebagai bukti dalam
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan.®

Tata cara penyitaan dalam perkara perdata dan pidana berbeda. Dalam
perkara perdata, untuk dilakukan penyitaan perlu adanya permohonan dari
Penggugat atau pihak yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri
dimana perkara tersebut disidangkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 227
ayat (1) HIR yang berbunyi:

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum
keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh
dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan
barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan
maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat
permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh
memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang
yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus
diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan
negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya. (Rv.
720 dst.; IR. 124 dst., 1 163 dst.)”

Sedangkan, dalam perkara pidana, berdasarkan Pasal 38 ayat 1 KUHAP,
penyitaan hanya dapat dilakukan setelah ada surat izin dari Ketua Pengadilan
Negeri dimana perkara tersebut disidangkan, namun tidak melalui permohonan
dari pihak yang berkepentingan sebagaimana dalam perkara perdata, melainkan
permohonan diajukan oleh Penyidik. Persoalannya adalah apakah suatu barang,
baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah dilakukan penyitaan dalam suatu

jenis perkara dapat dilakukan penyitaan kembali dalam jenis perkara lainnya.

4“Sita jaminan: sita conservatoir dan sita revindicatoir”, http://www.legalakses.com/penyitaan-
Beslag/, Diakses pada 10 September 2019.
5M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, him. 265


http://www.legalakses.com/penyitaan-

Dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP telah diatur bahwa benda yang berada
dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Ketentuan
dalam pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa Penyidik dalam menyelesaikan
perkara pidana dapat mengajukan penyitaan terhadap benda yang berada dalam
sitaan karena perkara perdata. Pasal ini menekankan bahwa Penyidik hanya
meminjam benda sitaan perkara perdata untuk kepentingan pembuktian perkara
pidana, namun tidak secara otomatis benda tersebut dapat diambil alih oleh
Penyidik. Maka, setelah pembuktian selesai, benda sitaan tersebut harus
dikembalikan.

Ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman apabila Kepolisian
dan Kejaksaan hanya ingin menggunakan atau meminjam benda sitaan dari
perkara perdata atau pidana untuk kepentingan proses pembuktian. Namun,
ketentuan tersebut tidak dapat digunakan apabila proses pemeriksaan telah selesai,
dan sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, dimana kedua
putusan, baik putusan perdata maupun pidana sama — sama membutuhkan benda
sitaan tersebut untuk melaksanakan isi putusan. Maka, perlu dilakukan tinjauan
terhadap masalah ini karena belum ada peraturan yang mengatur, sehingga dalam
prakteknya dapat terjadi benturan kepentingan diantara keduanya.

Perbedaan tujuan dari penyitaan dalam perkara perdata dan pidana akan
menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula setelah adanya putusan yang
berkekuatan hukum tetap. Akibat hukum dari penyitaan dalam perkara perdata
adalah putusan menjadi dapat dilaksanakan atau tuntutan Penggugat menjadi
dapat dipenuhi. Sedangkan konsekuensi penyitaan atas barang yang terkait dengan
suatu tindak pidana adalah barang sitaan tersebut menjadi barang rampasan,
dimana objek sita menjadi barang rampasan milik negara.®

Penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda. Penyitaan bersifat
sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan

pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun

6<“Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan”, https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-
publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan, Diakses pada tanggal 29 September
2019.


https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-

persidangan pengadilan). Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan
hasil dari tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang tersebut
adalah dirampas untuk negara. Perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang
tersebut dirampas oleh negara.’

Selama penyitaan atas barang tersebut dikenakan oleh satu putusan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan perdata ataupun pidana,
menjadi tidak masalah sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Namun,
akan menimbulkan masalah apabila barang tersebut dikenakan sita oleh dua
putusan yang berbeda, yaitu putusan perdata dan putusan pidana, yang keduanya
telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian
untuk menentukan putusan mana yang harus dijalankan terlebih dahulu, atau
putusan mana yang diutamakan sehingga dapat dilaksanakan dan mengabaikan
putusan lainnya, mengingat belum adanya peraturan perundang — undangan yang
mengatur secara tegas mengenai hal tersebut.

Pasal 39 ayat (2) KUHAP hanya mengatur dalam hal benda yang berada
dalam sitaan karena perkara perdata yang ingin dipinjam untuk kepentingan
pembuktian perkara pidana. Apabila proses pembuktian sudah selesai, dan perkara
perdata mengeluarkan putusan bahwa tidak adanya hak perdata, maka tidak akan
menjadi masalah apabila setelah pemeriksaan perkara pidana, terbukti adanya hak
pidana atas benda sitaan tersebut. Namun, akan menjadi masalah apabila baik
putusan perkara perdata maupun putusan perkara pidana, sama — sama
membuktikan adanya hak atas barang sitaan yang sama tersebut. Putusan mana
yang harus dijalankan, putusan perkara perdata ataukah putusan perkara pidana.

Adanya benturan kepentingan antara putusan perkara pidana dan putusan
perkara perdata menimbulkan persoalan. Mengingat, dalam perkara perdata para
pihak dalam membuat perjanjian selalu didasarkan pada itikad baik. Maka,
berdasarkan itikad baik tersebut, kepentingan siapakah yang harus didahulukan,

apakah kepentingan negara atau orang pribadi dalam perkara pidana atau

"Sovia Hasanah, “Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara”
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-
sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara/, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.


https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara/

kepentingan para pihak atau kreditur beritikad baik dalam perkara perdata. Hal ini
menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga semakin menunjukkan urgensi
pembentukan suatu peraturan yang berlaku secara umum mengenai eksekusi dua
putusan berbeda (pidana dan perdata) yang telah berkekuatan hukum tetap
terhadap barang sitaan yang sama.

Permasalahan ini bersifat sengat teknis, sehingga sampai saat ini belum
ditemukan kasus nyata terkait masalah ini. Namun, hal ini tidak menutup
kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga untuk mencegah
hal ini terjadi di kemudian hari, diperlukan peraturan hukum yang mampu
menyelesaikan benturan kepentingan terkait pelaksanaan putusan perkara pidana
dan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang

sitaan yang sama.

1.2  Rumusan Masalah

Penyitaan merupakan proses dalam rangka pemeriksaan perkara, baik
perkara perdata maupun perkara pidana. Setelah proses pemeriksaan selesai dan
telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, penyitaan yang sebelumnya
dilakukan dapat di eksekusi. Namun, bagaimana apabila terdapat dua jenis
putusan (perdata dan pidana) yang berkekuatan hukum tetap terhadap barang
sitaan yang sama? Hal tersebut menimbulkan kebingungan karena tidak ada
peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman yang mengatur eksekusi
putusan manakah yang harus dilaksanakan. Sehingga, hal tersebut akan
menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara pelaksanaan putusan
perkara perdata dan putusan perkara pidana. Hal tersebut menimbulkan
ketidakadilan sehingga muncul pertanyaan, bagaimanakah seharusnya eksekusi
dua jenis putusan (perdata dan pidana) yang berkekuatan hukum tetap terhadap
barang sitaan yang sama, apakah eksekusi putusan perkara perdata atau putusan
perkara pidana yang harus diutamakan.
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah utama yang akan dibahas dalam skripsi

ini adalah: dalam hal terdapat 2 jenis putusan (pidana dan perdata) yang keduanya



telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama, manakah yang

harus didahulukan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, ditemukan adanya suatu permasalahan yaitu
terjadinya benturan kepentingan antara para penegak hukum dalam bidang hukum
perdata dan hukum pidana terhadap pelaksanaan dua jenis putusan (perdata dan
pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama.
Hal tersebut menyebabkan munculnya ketidakadilan terhadap mereka yang
mempunyai hak atas barang sitaan namun tidak dapat bertindak apapun terhadap
barang sitaan tersebut dalam rangka melaksanakan putusan, karena terdapat
putusan lain yang juga membutuhkan barang sitaan tersebut untuk melaksanakan
putusannya. Maka, penulisan ini bemaksud untuk mengetahui putusan manakah,
antara putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata yang harus
dilaksanakan terlebih dahulu dalam hal mempunyai kepentingan terhadap barang
sitaan yang sama. Kemudian, saya akan menunjukkan solusi untuk membuat
ketentuan tersebut dalam peraturan perundang - undangan agar tidak terjadi
benturan kepentingan antara keduanya.

1.4  Kegunaan Penelitian
Melalui penelitian ini, diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:
1.Kegunaan Teoritis
Memberikan wawasan serta menambah pemahaman mengenai proses
penyitaan dan eksekusi 2 jenis putusan berbeda (pidana dan perdata)

yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama.

2.Kegunaan Praktis
Menambah wawasan khususnya bagi para pembaca, juga masukan bagi
aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan

dengan proses sita dan eksekusi 2 jenis putusan berbeda (pidana dan



perdata) yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan

yang sama.

1.5 Metode Penelitian

Demi terciptanya penelitian yang baik, diperlukan suatu pemahaman
mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan
mengenai pengertian penelitian hukum:®

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk
mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan
menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang
mendalam terhadap fakta hukum hukum tersebut untuk kemudian
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahanpermasalahan yang
timbul di dalam gejala bersangkuzan. ”

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis
Normatif. Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara
menelaah teori — teori, konsep — konsep, serta peraturan perundang — undangan,
khususnya menggunakan norma — norma hukum positif di dalam sistem
perundang-undangan nasional.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif karena dalam
penelitian ini akan menggunakan peraturan — peraturan tertulis sehingga sangat
erat hubungannya dengan bahan pustaka. Pendekatan yuridis normatif bersifat
deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang
dikemukakan dengan mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data, serta
memberi penilaian.® Data yang sudah dikumpulkan akan dipaparkan untuk
kemudian dianalisa. Tujuan dari pnelitian yang menggunakan metode yuridis
normatif ini adalah untuk menjawab pertanyaan hukum berdasarkan hukum yang

berlaku.

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul-Press, 1986, him. 43.
® Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2008, him. 25.



Sumber Data:

1.6

1.

Sumber hukum primer

Berupa peraturan perundang — undangan yang terkait dengan hukum
pidana dan hukum perdata, antara lain: Kitab Undang — Undang Hukum
Pidana, Kitab Undang — Undang Hukum Perdata, Kitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang — Undang Hukum
Acara Perdata.

Sumber hukum sekunder

Berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer seperti bahan kepustakaan berupa buku dan jurnal akademik.
Buku — buku yang digunakan adalah buku — buku yang berkaitan
dengan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum
acara perdata.

Sumber hukum tersier

Berupa bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan bahan lain yang

berkaitan dengan sumber hukum primer dan sekunder diatas.

Sistematika Penulisan
BAB | PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai pendahuluan yang
meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 11 PENYITAAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

PERKARA PERDATA

Bab ini akan berisi uraian ketentuan mengenai proses
penyitaan dalam perkara perdata, serta eksekusi putusan
terkait dengan penyitaan, sebagaimana diatur dalam Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Perdata. Kemudian
ketentuan tersebut akan dikaitkan dengan teori - teori



BAB 111

BAB IV

BAB V

terkait hak kreditur preferen beritikad baik dalam
melakukan penyitaan dalam perkara perdata. Bab ini juga
akan menjelaskan tujuan penyitaan, jenis penyitaan, tata
cara pelaksanaan penyitaan, dan siapa yang berwenang
untuk melakukan proses penyitaan dalam perkara perdata.
PENYITAAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN
PERKARA PIDANA

Bab ini akan berisi uraian ketentuan mengenai proses
penyitaan dalam perkara pidana, serta eksekusi putusan
terkait dengan penyitaan, sebagaimana diatur dalam Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian
ketentuan tersebut akan dikaitkan dengan teori - teori serta
peraturan Perundang - undangan terkait hak negara dalam
melakukan penyitaan. Bab ini juga akan menjelaskan
tujuan penyitaan, tata cara pelaksanaan penyitaan, dan siapa
yang berwenang untuk melakukan penyitaan dalam perkara
pidana.

KEDUDUKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA DAN
PUTUSAN PERKARA PERDATA TERHADAP
BARANG SITAAN YANG SAMA.

Bab ini akan menjelaskan mengenai kedudukan sita pidana
dan sita perdata selama proses, serta kedudukan
pelaksanaan putusan perkara pidana dan putusan perkara
perdata yang berkekuatan hukum tetap terhadap barang
sitaan yang sama.

PENUTUP

Bab terakhir dalam penulisan hukum ini akan
menyimpulkan keseluruhan isi, dimana kesimpulan tersebut
ditarik dari penjabaran bab — bab sebelumnya. Selain itu,
bab ini juga memuat saran yang berkenaan dengan topik

dalam penulisan ini.
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